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BUPATI SOPPENG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI SOPPENG 

NOMOR 38 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SOPPENG, 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor    Tahun     tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian 
lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021. 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor   29   Tahun   1959   tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara    Republik    Indonesia    Tahun    1959    
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
 
 
 



   
  6. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

7.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan  
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun  2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum (Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun  2005 tentang Dana  
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun  2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155);  

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun  2005 tentang 
Pedoman  Penyusunan  dan  Penerapan  Standar Pelayanan  
Minimal  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

  12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 



Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2018 tentang 
Pedoman  Penyusunan  Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6197); 

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

  22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);   

    24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 
Nomor 1781); 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng 
Tahun 2021 Nomor 1); 

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 



Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 9); 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng  Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Soppeng Tahun 2022 
Nomor 2); 

 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2021 
 

Pasal 1 

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 terdiri atas: 

a. Pendapatan : 

1.  Pendapatan Asli Daerah               Rp    155.455.225.345,90 

2.  Pendapatan Transfer   Rp 1.010.572.428.278,00 

3.  Lain-lain Pendapatan yang sah   Rp      45.816.713.204,00 
  

 Jumlah                         Rp 1.211.844.366.827,90 

 b. Belanja :  

1. Belanja Operasi 

a) Belanja Pegawai Rp 531.862.769.860,00 

b) Belanja Barang dan Jasa Rp 248.456.188.422,00 

c) Belanja Bunga Rp 0,00 

d) Belanja Subsidi Rp 0,00 

e) Belanja Hibah Rp 5.265.533.682,00 

f) Belanja Bantuan Sosial Rp 1.722.042.940,00 

Jumlah Rp 787.306.534.904,00 

 

2. Belanja Modal 

a) Belanja Modal Tanah Rp         25.412.400,00 

b) Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin 

Rp 60.638.354.185,00 

c) Belanja Modal Gedung dan  
Bangunan 

Rp 100.973.576.964,37 

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

Rp 49.247.401.924,00 

e) Belanja Modal Aset Tetap 
Lainnya 

Rp       228.021.100,00 

f) Belanja Modal Aset Lainnya Rp       546.397.000,00 

 Jumlah Rp 211.659.163.573,37 

3. Belanja Tak Terduga 

   Belanja Tak Terduga Rp       629.389.500,00 

 Jumlah Rp       629.389.500,00 

    



4. Transfer 

 Transfer/ Bagi hasil Pendapatan Rp  115.441.678.257,00 

 Jumlah Rp  115.441.678.257,00 

c. Pembiayaan : 

  1. Penerimaan    Rp        63.500.406.586,94 

  2. Pengeluaran    Rp                              0,00 

   Jumlah Pembiayaan Neto   Rp        63.500.406.586,94 

d.  SiLPA sebelum koreksi   Rp      160.308.007.180,47 

 Koreksi SiLPA   (Rp                1.347.503,00) 

 SiLPA setelah koreksi   Rp      160.306.659.677,94 

    

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp160.306.659.677,94. 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Soppeng. 
 

  

  

  

Ditetapkan di Watansoppeng 
pada tanggal 12 Agustus 20222019 
BUPATI SOPPENG, 

 

ttd 

A. KASWADI RAZAK 
 

Diundangkan di Watansoppeng 

pada tanggal 12 Agustus 2022019 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SOPPENG 

 

ttd 

 

A. TENRI SESSU 

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 38 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

MUSRIADI, SH.MM 


